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Abstrak
Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sangat banyak sekali dilakukan dikalangan masyarakat seakan mereka tidak peduli terhadap ancaman sanksi yang akan menjeratnya kedalam penjara. Seperti tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Surabaya, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi dilakukan juga oleh anak dan kasusnya semakin meningkat setiap tahunnya berdasarkan data kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di polsek wonokromo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Wonokromo dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di polsek wonokromo. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis atau juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer yang diperoleh dari informan yaitu dengan wawancara secara langsung dengan Pihak Kepolisian Wonokromo dengan memberikan pertanyaan secara lisan. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari Jurnal Hukum, Perundang-undangan, Literatur Kepustakaan, dan Skripsi yang sejenis dengan penelitian tetapi beda dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini Penegakan Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Wonokromo masih banyak data anak yang melakukan tindak kejahatan tersebut. serta beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yaitu faktor endogen, faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermain anak, faktor media massa. Hal tersebut dikarenakan bahwa pihak kepolisian harus ketat lagi dalam melakukan pengawasan atau melakukan patroli, dan masih banyak orang tua yang acuh terhadap anak dan tidak memperhatikan tumbuh kembang si anak dengan baik. 
Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan, Anak.
Abstract
The criminal act of theft accompanied by violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code which is very much done among the public as if they do not care about the threat of sanctions that will entangle him in prison. Such as the criminal act of theft accompanied by violence in Surabaya, not only committed by adults but also by children and the cases are increasing every year based on data on cases of theft accompanied by violence perpetrated by children at the Wonokromo Police. This study aims to find out how to enforce Article 365 of the Criminal Code concerning the Crime of Theft Accompanied by Violence by Children at the Wonokromo Police and to determine the factors that influence children to commit theft accompanied by violence at the Wonokromo Police. This research includes sociological juridical research or also known as sociological legal research based on the school of sociological jurisprudence. There are 2 types of data used in this study, namely primary data obtained from informants, namely by direct interviews with the Wonokromo Police by giving questions orally. Meanwhile, secondary data is obtained from journals of law, legislation, literature literature, and theses which are similar to research but differ in the discussion. The results showed that up to now the enforcement of the crime of theft accompanied by violence committed by children at the Wonokromo police station there are still a lot of data on children who have committed these crimes. as well as several factors that influence children to commit the crime of theft accompanied by violence, namely endogenous factors, family factors, school environmental factors and the environment where the children play, mass media factors. This is because the police have to be strict again in supervising or conducting patrols, and there are still many parents who are indifferent to children and do not pay attention to the child's development properly.
Keywords: Crime, Theft, Violence, Children.

PENDAHULUAN 
Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan banyak  dilakukan masyarakat, seakan mereka tidak peduli terhadap ancaman sanksi yang akan menjeratnya. Seperti tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Surabaya, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi dilakukan juga oleh  anak . Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2017 semakin mengkhawatirkan, baik dari segi angka maupun kualitas perbuatan, jumlahnya terus meningkat perbuatannya sangat kejam dan modusnya menyerupai orang dewasa. 
Berikut jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2016-2017 yang akan dijelaskan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Surabaya Tahun 2016-2017:

	No
	Tahun
	Jumlah

	1
	2016
	291

	2
	2017
	365


Selama 2017 tercatat ada 365 anak yang berkonflik dengan hukum, kasusnya beragam mulai dari pencurian disertai dengan kekerasan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan. Angka kejahatan yang dilakukan anak semakin meningkat, dibandingkan pada tahun 2016 hanya 291 anak yang berkonflik dengan hukum. Kejahatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu korbannya ada yang dilukai dengan cara dibacok menggunakan celurit hingga korban terluka parah. Bahkan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan anak juga mempunyai geng dalam melakukan aksinya, mereka bekerja sama dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Pelaku juga ada yang berumur 16 tahun terlibat dalam pencurian disertai dengan kekerasan tersebut. Kejahatan yang dilakukan anak ini dampak dari salah pergaulan dan lingkungan sekitar (zainul abidin 2018).
Berikut ini adalah data kasus tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah kota Surabaya Selatan dari tahun 2016-2017 yang akan dijelaskan pada tabel 1.2 sebagai berikut:
Tabel 1.2

Data Kasus Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Surabaya Selatan Tahun 2016-2017:
	No. 
	Kepolisian Sektor 
	Data Kasus Pencurian disertai dengan Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak

	
	
	2016
	2017

	
	
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai

	1
	Wonokromo 
	11
	7
	16
	20

	2
	Wonocolo 
	1
	1
	8
	8

	3
	Wiyung
	-
	-
	1
	1

	4
	Karang pilang 
	-
	-
	-
	-

	5
	Jambangan 
	-
	-
	1
	-

	6
	Gayungan
	3
	3
	-
	-

	7
	Dukuh pakis
	-
	-
	3
	3

	8
	Sawahan
	8
	8
	4
	4

	
	Jumlah 
	23
	19
	33
	36


Sumber: Kepolisian Sektor Wilayah Surabaya Selatan

Tabel tersebut menjelaskan mengenai data kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah Surabaya Selatan pada Tahun 2016-2017. Jika dilihat dari klasifikasi jumlah lokasi data kasus anak melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dan jumlah data kasus tersebut terbanyak berada di Kepolisian Sektor  Wonokromo, yaitu pada tahun 2016 jumlah kasus yang dilaporkan 11 kasus dan dari Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan 16 kasus, dan yang terselesaikan pada Tahun 2016 yaitu 7 kasus, sedangkan pada Tahun 2017 kasus yang terselesaikan yaitu 20 kasus. 

Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Diancam dengan Pidana Penjara Paling lama Sembilan tahun, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan yang dilakukan anak jumlahnya sangat banyak di Polsek Wonokromo. Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan yang dilakukan anak ini meresahkan masyarakat yang ada disekitarnya. Jumlah kasus Pencurian disertai dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak Di Polsek Wonokromo dari tahun 2016-2017 dijelaskan pada tabel 1.3 sebagai berikut:
Tabel 1.3

Data Kasus Pencurian disertai dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Polsek Wonokromo Tahun 2016-2017:
	Tahun
	Lapor
	Selesai
	Jumlah

	  2016
	     11
	     7
	    18

	  2017
	     16
	     20
	    36


    Sumber : Satreskrim Polsek Wonokromo

Pada tabel diatas telah dijelaskan bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2016 bahwa yang dilaporkan 11 kasus dan dari tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan naik menjadi 16 kasus, dan yang diselesaikan dari tahun 2016 yaitu 7 kasus dan 2017 yang selesai 20 kasus, jadi kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ini memiliki kenaikan yang signifikan jika dilihat dari jumlahnya yang semakin naik dari tahun 2016 jumlahnya 18 dan untuk tahun 2017 jumlahnya menjadi 36 dan dari data diatas masih ada juga kasus yang belum terselesaikan dikarenakan tidak terungkapnya kasus tersebut dan mengapa jumlah yang diselesaikan lebih banyak dikarenakan dalam 1 kasus bisa terdapat 5 tersangka, maka dari kenaikan ini timbulah suatu permasalahan.  

Jumlah kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan  ke Kanit Reskrim  Polsek Wonokromo tidak semua diproses sampai selesai karena ada yang dilakukan dengan cara berdamai antara pelaku dan korban. pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ini akan berdampak buruk bagi anak dan masyarakat sekitar, karena pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan jika sikorban tidak memberikan barangnya maka akan dirampas secara paksa dan sampai ada yang melakukan kekerasan seperti membacok korban dan melukainya dengan senjata tajam. Perbuatan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ini mempunyai dampak yang sangat negatif sekali karena telah melanggar norma-norma yang sudah ada, seharusnya mereka sebagai penerus bangsa belajar dengan tekun agar dapat membanggakan kedua orang tua kelak dan dapat menggapai cita-cita mereka. Permasalahan ini harus diperhatikan dengan baik dan untuk penegak hukum harus sigap dalam mengambil keputusan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak semakin meningkat dan dapat membimbing anak menjadi lebih baik. 
Rumusan masalah dari Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Pasal 365 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Wonokromo, serta untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Polsek Wonokromo.
Kajian teoritik di penelitian ini adalah penegakan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan jumlah kasusnya yang semakin meningkat, serta faktor-faktor anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di kepolisian sektor wonokromo. Kepolisian sektor wonokromo juga diuraikan dalam bagian kajian pustaka dan hasil pembahasan baik struktur organisasi maupun visi dan misi dari polsek wonokromo tersebut. kepolisisan sektor wonokromo dalam  melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan 2 cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan upaya represif adalah upaya penindakan atau memberantas kejahatan (Beniharmoni harefa 2016).
METODE
Penelitian ini termasuk Penelitian Yuridis Sosiologis atau disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence) (Fajar and Achmad 2007). Penelitian ini mengkaji mengenai Penegakan Pasal 365 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Polsek Wonokromo dan fakto-faktor yang mempengaruhi anak melakukan pencurian disertai dengan kekerasan.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridissosiologis dikarenakan dalam penelitian ini memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak kepolisisan sektor wonokromo.
Lokasi penelitian ini adalah polsek wonokromo. Informan dalam penelitian ini yaitu bapak Ristitanto, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Wonokromo, pelaku, dan keluarga pelaku.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu :
a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari informan secara langsung. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari Jurnal Hukum, Perundang-undangan, Literatur Kepustakaan, dan Skripsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

1) Wawancara 
 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang permasalahan pertama dan kedua.

2) Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan data lain yang masih relevan dengan permasalahan .
Teknik pengelolahan data penenulis ini menggunakan 3 macam teknik yaitu:

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga dapat mengambil kesimpulan akhir.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun dan bentuk penyajiannya berupa tabel dan uraian yang telah dijelaskan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan mengenai permasalahan yang diteliti (Miles and Huberman 1992).
Teknik analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukannya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Wonokromo
Penegakan Pasal 365 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak  Di Polsek Wonokromo memiliki dua cara yaitu secara preventif dan secara represif. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar berkurangnya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan perbuatan tersebut tidak terulang kembali. 

1. Penegakan hukum secara preventif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan  dengan cara moralis dan abolisionis. 
Penegakan dengan cara moralis yang dilaksanakan oleh kepolisian dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada kedua orang tua, agar anak mereka tidak melakukan kejahatan dan akan taat hukum serta perundang-undangan yang sudah diatur, dengan bantuan pihak RT untuk mengumpulkan para orang tua di setiap desa atau kecamatan wilayah wonokromo. Penyuluhan dilakukan selama satu bulan  dilakukan  2 kali, untuk memberikan panduan-panduan dalam mengawasi anak mereka dan menjadikan anak mereka menjadi lebih baik. Penyuluhan yang dijelaskan oleh pihak kepolisian sektor wonokromo yaitu mengenai  etika pergaulan hukum dan keagamaan.

Sedangkan cara abolisionis yang merupakan upaya untuk pencegahan kejahatan dengan cara mengurangi sebab-sebab kejahatan yang terjadi dilakukan upaya-upaya  seperti patroli yang dilakukan disetiap tempat yang dianggap rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak agar wilayah tersebut aman dan tentram dari kejahatan. Patroli dilakukan pada pukul 20:00 WIB sampai menjelang subuh. Serta polisi memberikan arahan-arahan yang baik kepada anak agar anak tidak melakukan kejahatan dan mengawasi dengan ketat. Pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan  yang dilakukan anak mereka akan melakukan sosialisasi dengan sekolah-sekolah dan para siswa-siswi serta dengan masyarakat atau orang tua, karena dengan cara tersebut dapat mengurangi tindak kejahatan khusunya pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak
Upaya-upaya pencegahan dilakukan oleh pihak kepolisian yang dilakukan bertujuan agar kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka untuk melakukan aksinya gagal dan menjadikan anak lebih taat terhadap hukum. 
Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Ristitanto S.H, yang telah disampaikan mengenai upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di polsek wonokromo sudah baik, akan tetapi upaya-upaya tersebut masih belum dapat mengurangi kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di polsek wonokromo. Hal tersebut dapat kita lihat pada jumlah kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di polsek wonokromo pada tahun 2016-2017 lihat pada tabel 1.3 yang ada dilatar belakang.
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa:

“pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus  ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).”
(Mertokusumo 2001).
Penegakan hukum identik dengan aparat penegak hukumnya artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Penggunaan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah atau penguasa sebagai sarana untuk melakukan tindakan sosial yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dalam kondisi  seperti itulah hukum berkepentingan untuk melihat hasil yang ditimbulkan, sehingga tujuan dan cara-cara yang digunakan lebih memfokuskan pada prosesnya (Ahmad Tholib 2015).
Adanya larangan melakukan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam hal ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan terutama pelakunya adalah anak-anak yang seharusnya mereka sebagai generasi penerus bangsa harus belajar dengan baik dan taat akan aturan hukum. Ancaman hukuman yang ada dalam pasal 365 KUHP tentang tindak pidana Pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan anak merupakan bentuk pencegahan dan untuk memberikan efek jera. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan IM dan kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan IM  mengatakan bahwa pihak kepolisian sektor wonokromo melakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana khusunya pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dengan patroli ditempat yang dianggap rawan dan patroli dilakukan sekitar pukul 20:00 WIB. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya kejahatan. Akan tetapi upaya tersebut tidak dapat memberikan rasa takut terhadap anak untuk melakukan kejahatan khususnya pada kasus pencurian disertai dengan kekerasan. 

Kedua orang tua IM mengatakan jika pihak kepolisian sektor wonokromo mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat dalam mengurungkan niatan anak yang ingin melakukan kejahatan serta mengajak orang tua dalam mendidik anak mereka dengan baik. 

2. Penegakan hukum secara Represif dilakukan dengan adanya aduan  terlebih dahulu dari korban atau pihak yang dirugikan oleh pelaku maupun pada saat kepolisian sektor wonokromo melakukan patroli di setiap tempat yang dianggap rawan akan tindakan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. UU SPPA   menyebutkan bahwa peranan penegak hukum khususnya kepolisian memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban. 
Penyelidikan dilakukan setelah adanya pelaporan atau pengaduan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maupun pada saat kepolisian sektor wonokromo melakukan razia di setiap daerah yang dianggap rawan. Selanjutnya akan dilakukan tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan untuk menemukan tersangkanya. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan tindak pidana guna menenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan (Hamzah 2007).
Kepolisian sektor wonokromo dalam melakukan penyidikan terhadap anak harus profesional dan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik perlu mengambil langkah-langkah  yang tepat. Pada pasal 26 angka 1  UU SPPA  menjelaskan bahwa Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 26 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Jika dalam hal penyidik belum memenuhi persyaratan tersebut maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 
Penangkapan menurut pasal 30 angka 4 UU SPPA wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Sedangkan pada angka 1 menjelaskan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, dan pada angka 2 menjelaskan bahwa  anak yang ditangkap wajib di tempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ristitanto S.H,  hal ini tidak sesuai dengan UU SPPA, karena penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak di kepolisisan sektor wonokromo bukan penyidik khusus anak melainkan penyidik khusus penyidikan tindak pidana orang dewasa. Serta anak yang ditangkap ditempatkan diruangan campur orang dewasa.

penahanan terhadap anak menurut pasal 33 angka 1 UU SPPA bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 hari, dan pada angka 2 menjelaskan bahwa jangka waktu penahanan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ristitanto S.H selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Wonokromo mengatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan  terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, anak selama dilakukan penyidikan ditempatkan di ruang tahanan campur dengan orang dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 30 angka 2 dijelaskan bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak dan angka 3 UU SPPA menjelaskan jika ruangan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, maka anak dititipkan di LPKS, pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh kepolisian sektor wonokromo dan seperti yang telah dijelasakan pada pasal 32 angka 4 UU SPPA bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Sedangkan pada angka 5 telah dijelasakan bahwa untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan IM dipolsek wonokromo, IM mengatakan bahwa selama IM ditahan di kepolisian sektor wonokromo ia dicampur dengan orang dewasa. 
Pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan agar memperoleh keterangan dari anak yang melakukan kejahatan dengan alat bukti yang sah atau alat yang digunakan anak pada saat melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, dan setelah itu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan khususnya kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dengan adanya alat bukti tersebut serta keterangan dari anak yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan. pada saat pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ristitanto S.H,  mengenai pemeriksaan terhadap anak yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan di kepolisian sektor wonokromo mengatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak tidak didampingi oleh bantuan hukum, mereka hanya didampingi oleh kedua orang tuannya saja. Seharusnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan wajib diberikan bantuan hukum seperti pengacara dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).
BAPAS merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap sampai anak menyelesaikan masa hukumannya, dalam hal ini BAPAS memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. BAPAS dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki 3 tahap yaitu pada saat dilakukan penyidikan, tahap pada saat sidang pengadilan adalah pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan adalah pengawasan dan pembiayaan bagi anak yang berkonflik dengan hokum (S and Darwis 2017). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan IM anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di kepolisian sektor wonokromo, pada saat dilakukan pemeriksaan  IM mengatakan bahwa ia tidak didampingi oleh pengacara maupun bantuan hukum lainnya, ia hanya didampingi oleh kedua orang tuanya saja. proses penegakan yang dilakukan oleh kepolisian sektor wonokromo secara represif dilakukan berdasarkan UU yang berlaku, akan tetapi belum sempurna, karena penyelidikan tidak mengikut sertakan BAPAS.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ristitanto S.H, mengatakan bahwa saat pemeriksaan dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak diupayakan Diversi, karena menurut beliau kasus tersebut merupakan kasus berat. Seharusnya dapat kita lihat pada pasal 7 angka 1 UU SPPA menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, akan tetapi pihak kepolisian sektor wonokromo tidak mengupaykan anak untuk diversi, sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU SPPA, padahal diversi adalah salah satu jalan untuk berdamai antara pelaku dengan korban sehingga kasusnya tidak diproses sampai pada tingkat yang lebih tinggi lagi dan dapat menyadarkan anak untuk tidak berbuat seperti itu lagi, sehingga anak memiliki rasa takut jika ingin mengulangi perbuatannya lagi.
Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan ke proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan memberikan kegiatan pelayanan sosial lainnya (Riadi 2016). Pada pasal 8 UU SPPA menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Upaya tersebut tidak diberikan oleh pihak kepolisian sektor wonokromo terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan IM mengatakan jika ia tidak diupayakan untuk diversi dan kasusnya akan diproses sampek ke pengadilan.
Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 
Selanjutnya penuntutan pada pasal 1 angka 7 KUHAP dijelaskan bahwa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sedangkan  penuntutan pada pasal 41 angka 1 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapakan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.  
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Di Polsek Wonokromo
Teori Subkultur merupakan teori yang menjelaskan bentuk kenakalan remaja dan perkembangan tipe gang, teori subkultur banyak dipengaruhi oleh mashab chicago, teori anomi dan pemikiran solomon kobrin. Dalam teori ini ada perbedaan pembahasan yang muncul mengenai teori subkultur, teori yang terlihat yaitu teori subkultur dari cohen dan teori Differential Opportunity dari Cloward dan Ohlin. Teori Delinquent Sub-culture yang telah dijelaskan oleh Albert K. Cohen bahwa teori ini membahas mengenai memecahkan masalah kenakalan Sub-culture dengan menggabungkan perspektif teori Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay. Menurut Albert K. Cohen menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinkuen kumuh. Maka dari itu tingkah laku subkultur bersifat ada manfaatnya dan jahat. Sehingga terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri atau mencari status kebersamaan, mencari kesenangan sendiri dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada orang lain, mereka juga meremehkan nilai-nilai kelompok kelas menengah, Cohen menjelaskan bahwa semua anak-anak atau remaja mencari status sosial (Utari 2012).
Sedangkan teori Differential Opportunity menjelaskan mengenai penyimpangan di wilayah perkotaan, penyimpangan tersebut adalah fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang tidak sesuai. Menurut Cloward dan Ohlin menjelaskan bahwa terdapat lebih dari satu cara untuk remaja dalam mencapai tujuannya, sehingga kedudukan dalam masyarakat dapat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses, dengan cara kesempatan melalui kebiasaan atau kejahatan (Utari 2012). Teori ini debedakan menjadi tiga bentuk subkultur delinkuen yaitu criminal subculture, conflit subculture, dan retreatis subculture. Ketiga bentuk subkulture delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan dalam gaya hidup anggotanya, akan tetapi karena adanya masalah-masalah yang berbeda untuk kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya (Priyanto 2012). Pada dasarnya meningkatnya jumlah pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polsek Wonokromo merupakan suatu bentuk penyimpangan yang banyak meresahkan  masyarakat dan dapat merugikan banyak orang lain. pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya sebab-sebab yang mendorong anak untuk melakukan kejahatan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Faktor Endogen merupakan faktor yang terjadi karena kehendaknya sendiri, jadi faktor ini dilakukan atas dasar keinginannya sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun serta adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan  khususnya pada kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakuakn oleh anak di Polsek Wonokromo karena dengan melakukan perbuatan tersebut biasanya mereka mengaku telah merampas barang milik orang lain dengan cara dipaksa dan jika barang korban tidak diserahkan maka mereka akan menggunakan kekerasan dalam melakukan aksinya tersebut dengan menggunakan senjata tajam atau pun fisik mereka.
2) Faktor Keluarga faktor adanya ketidak harmonisan dalam keluarga, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan. Seharusnya orang tua dalam mendidik anak agar menjadi generasi bangsa yang baik dan mengajarkan anak-anaknya agar mentaati norma dan aturan-aturan yang berlaku. Penyebab anak melakukan pencurian disertai dengan kekerasan karena terkadang anak merasa adanya perceraian antara kedua orang tuanya, kedua orang tua mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, terkadang karena kedua orang tua mereka dalam memberi uang saku kurang sehingga anak nekat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan agar apa yang di inginkan si anak terpenuhi serta anak juga dalam mengambil perhatian kedua orang tua mereka yang sibuk, maka mereka akan melakukan hal-hal yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan atau kejahatan, dengan begitu maka si anak berpikir kalau orang tua mereka akan lebih memperhatikan mereka lagi. Maka dari itu peran kedua orang tua dalam kehidupan anak sangatlah penting karena orang tua adalah panutan untuk anaknya.
3) Faktor Lingkungan sekolah dan lingkungan  tempat bermain anak merupakan tempat dimana anak bersosialisasi dengan teman-temannya dan orang yang ada disekitarnya. Terjadinya kejahatan yang dilakukan anak  dipengaruhi oleh lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat anak bermain. Ketika anak melakukan pencurian disertai dengan kekerasan itu ada yang dipengaruhi teman-temannya karena salah dalam bergaul dengan teman-temannya, maka dapat menyebabakan anak melakukan kejahatan. Jika lingkungan tersebut baik maka akan menjadikan anak kearah yang baik pula, dan sebaliknya jika lingkungan tersebut tidak baik maka dapat menyebabakan anak melakukan kejahatan. Anak juga terkadang dalam melakukan aksinya terkadang tidak sendirian akan tetapi dia melakukannya dengan gangnya atau kelompok seperti komunitas yang mengarah kearah negatif. Jika anak tidak diakui keberadaanya baik di lingkungan sekolah maupun keluarga maka anak akan mencari teman diluar kedua lingkungan tersebut, agar anak merasa diakui, walaupun si anak tidak memandang gang tersebut apakah baik atau tidak, yang paling terpenting bagi anak itu adalah dia diakui dalam gang tersebut.
4) Faktor Media Massa merupakan pengaruh yang tidak kalah penting dalam perkembangan anak. Kebanyakan anak zaman sekarang telah menggunakan media sosial dalam hal apapun, maka dari itu media massa seperti televis menanyangkan tayangan-tayangan yang tidak mendidik yang dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan serta handpone yang dapat menjadikan anak tidak baik karena dari situ anak akan menirukan hal-hal buruk yang ada di media sosial atau media massa. Banyak sekali anak yang mengabaikan sekolahnya serta malas untuk belajar karena telah terpengaruh oleh media massa, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi dan bermain dengan handponenya dari pada belajar. Dalam media massa sekarang banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak mendidik anak dan banyak hal yang mengajarkan anak untuk berbuat baik, maka dari itu anak mudah sekali terpengaruh oleh hal yang tidak baik. Sehingga dari situ anak akan menirukan gaya yang ada di tayangan televisi tersebut untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat menjauhkan anak dari orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya dan mereka akan kehilangan pelajaran-pelajaran hidup yang penting misalnya, cara berinteraksi dengan temannya dan melakukan hal-hal yang positif. 
5) Faktor Ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan. Timbulnya keinginan anak untuk melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan karena kurangnya uang jajan, ekonomi  keluarga yang kurang baik, maka anak akan melakukan kejahatan tersebut demi mencukupi kebutuhan yang anak inginkan. 

Dapat dilihat dari faktor-faktor diatas, penyebab meningkatnya pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polsek Wonokromo, karena dalam melakukan perbuatan tersebut anak merasa ingin mencapai tujuannya dan mereka juga mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi adanya keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan jika dikaji dengan teori subkultur ini, bahwa anak yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan karena terpengaruh oleh lingkungan seperti halnya dalam berteman. Mereka juga membentuk gang untuk melakukan aksinya dan ada juga yang melakukan tanpa bantuan temannya, maka hal tersebut merupakan bentuk dari kenakalan remaja. 
PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan penegakan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kerasan yang dilakukan oleh anak di Polsek Wonokromo adalah dengan dilakukannya upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:

a) Preventif 

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada dua cara yaitu moralis dan abolisionis, cara moralis yang dilakukan oleh polisi yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan meminta RT untuk membantu dalam mengumpulkan para orang tua untuk diadakan sosialisasi. Sedangkan cara abolisionis yang dilakukan kepolisian untuk kasus pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan menyelesaikan permasalahan tersebut dan melakukan pengawasan ketat di tempat yang sering terjadi kejahatan atau melakukan patroli.

b) Represif

Upaya represif yang dilakukan kepolisian Sektor Wonokromo tidak sesuai dengan KUHAP dan SPPA, karena kepolisian sektor wonokromo kurang memahami upaya-upaya represif. 
2. Penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Polsek Wonokromo adalah sebagai berikut:
a) Faktor Lingkungan atau keinginan dari diri sendiri untuk melakukan kejahatan.
b) Faktor keluarga, karena kedua orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya.
c) Faktor Lingkungan, baik lingkungan di sekolah dan lingkungan tempat anak bermain sangat memepengaruhi anak dalam perkembangannya. 
d) Faktor Media Massa, karena tayangan-tayangan yang tidak mendidik.
e) Faktor Ekonomi, karena ekonomi keluarga yang tidak baik sehingga anak melakukan kejahatan.
SARAN
Selain kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, maka penulis memiliki saran berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak polisi sudah baik, akan tetapi jika pengawasan lebih diperketat lagi diseluruh wilayah kecamatan wonokromo, jangan hanya di tempat-tempat yang dianggap rawan saja, serta jam patroli harus dimajukan, karena anak dalam melakukan aksinya adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, khususnya kasus pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di polsek wonokromo dan mencari sebab-sebab anak melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polsek wonokromo untuk menjadikan anak lebih baik lagi dan menjauhkan anak dari melakukan kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dapat berkurang dan masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai.
2. Untuk para orang tua agar lebih ketat lagi dalam mengawasi anaknya serta memberikan perhatian yang lebih untuk anaknya, agar tidak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan khususnya di wilayah kecamatan wonokromo. 
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